
Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2004 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

· NOMOR: 47 TAHUN: 2004 SERI: D NOMOR: 20 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR 36 TAHUN 2004 

TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KANTOR PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

Menimbang a. bahwa dengan telah diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor . 8 T ahun 
2003 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 
01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 T ahun 
2003 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah dan Peraturan 
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Mengingat 

356 

b. 

C. 

emerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
ewenang Pengangkatan, Pemindahan 

an Pemberhentian Pegawai Negeri 
ipil,maka perlu . penyesuaian 
elembagaan; 

ahwa sehubungan dengan hal tersebut, 
aka semua peraturan-peratutan yang 

~

engatur mengenai Susunan Organisasi 
an Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
ebumen perlu ditinjau dan diatur kembali; 

l:fahwa untuk melaksanakan maksud 
t rsebut diatas, perlu ditetapkan dengan 

eraturan Daerah untuk mengaturnya. 

1. U dang-undang Nomor 13 Tahun 1950 
te tang Pembentukan Daerah-daerah 
K bupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
T ngah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 
T hun 1950 tentang Penetapan Mulai 
B rlakunya Undang-undang Nomor 13 
T hun 1950; 

2. U dang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
te tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
N gara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
L mbaran Negara Nomor 3839); 

3. U dang-undang Nomor 25 Tahun 1999 
te tang Perimbangan Keuangan Antara 
P merintah Pusat dan Daerah ( Lembaran 
N gara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 
Le baran Negara Nomor 3848 ); 

4. P~raturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
2 00 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
K wenangan Propinsi sebagai Daerah 
O nom (Lembaran Negara Tahun 2000 
N mer 54, Tambahan Lembaran Negara 
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Nomor3952); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 
2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4022); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 
tentang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4262); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4263); 

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 
tentang Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan dan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 70); 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 
130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan 
Kewenangan Kabupaten dan Kota; 

10. Keputusan Bersama Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Menteri Dalam Negeri Norn or 
01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 T ahun 2003 
tentang Pedoman Organisasi . Perangkat 
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aerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 
ahun 2003 tentang Wewenang 
engangkatan, Pemindahan dan 
emberhentian Pegawai Negeri Sipil, 

11 . eputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
aerah Kabupaten Kebumen Nomor : 

7 /KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan 
ta Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

aerah Kabupaten Kebumen. 

DEWAN PERWAKI N RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

Menetapkan 

KEBUMEN 

EMUTUSKAN 

PERA URAN DAERAH KABUPATEN 
KEBU EN TENTANG PEMBENTUKAN 
ORG NISASI DAN TATA KERJA KANTOR 
PEND PATAN DAERAH KABUPATEN 
KEBU EN. 

BABI 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah i i yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabup ten Kebumen; 
2. Pemerintah Daerah ad lah Pemerintah Kabupaten Kebumen; 
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3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten 
Kebumen; 

4. Bupati adalah Bupati Kebumen; 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen; 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kebumen; 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen; 
8. Kantor Pendapatan Daerah adalah Kantor Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kebumen; 
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kebumen; 
10. Unit Pelaksana Teknis Kantor adalah Unit Pelaksana Teknis 

Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen; 
11 . Kepala Unit Pelaksana Teknis Kantor adalah Kepala Unit 

Pelaksana Teknis Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten 
Kebumen; 

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri 
Sipil di Kantor Pendapatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Kantor 
Pendapatan Daerah yang diberi hak dan wewenang secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya 
masing-masing ; 

13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal2 

Dengan Peraturan Daerah ini c:bentuk : 
a. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kebumen; 
b. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan 

Terpadu. 
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BAB Ill 

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 

Kedudukan 

Pasal3 

(1) Kantor Pendapatan Daerah adalah unsur Lembaga Teknis 
Daerah di bidang pe dapatan daerah. 

(2) Kantor Pendapatan aerah dipimpin oleh seorang Kepala yang 
dalam melaksana n tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 

Tug s Pokok dan Fungsi 

Pasal4 

Kantor Pendapatan Da rah mempunyai tugas pokok membantu 
Bupati dalam penyelen garaan Pemerintah Daerah di bidang 
pendapatan daerah. 

Pasal5 

Untuk · melaksanakan t gas sebagaimana dimaksud Pasal 4 
· Peraturan Daerah ini, Ka tor Pendapatan Daerah mempunyai fungsi 

a. pelaksanaan perum san kebijakan teknis, pemberian bimbingan 
dan ~3mbinaan, koo dinasi teknis; 

b. pelaksanaan penda ran dan penataan Wajib Pajak Daerah; 
c. pelaksanaan penda an obyek dan subyek Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) y ng dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak I Direktorat P jak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam hal 
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menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan 
Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak; 

d. pelaksanaan penetapan besarnya Pajak Daerah; 
e. pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak terhutan 

(SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tanda Pengiriman 
/ Penerimaan (STP) dan sarana administrasi Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu 
melaksanakan penyampaian Daftar Himpunan Pokok 
Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang 
dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di bawah 
pengawasannya; 

f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan 
penyetoran Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya; 

g. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengawasan atas pekerjaan 
penagihan Pajak Daerah, dan Penerimaan Asli Daerah lainnya 
serta penagihan pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan 
oleh Menteri Keuangan kepada Daerah; 

h. pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian operasional 
di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, 
Penerimaan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 

i. pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan 
pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan. 

BABIV 

ORGANISASI 

Bagian Pertama 

Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susunan Organisasi Kantor Pendapatan Daerah terdiri dari: 
a. Kepala Kantor; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
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c. Seksi Pajak Bumi an Bangunan (PBB); 
d. Seksi Pajak Daera ; 
e. Seksi Pendapatan Lain-lain; 
f. Unit Pelaksana Te nis Kantor; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan O ganisasi Kantor Pendapatan Daerah, 
sebagaimana tercant m dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini 
dan merupakan bagia yang tidak terpisahkan. 

Bagian Kedua 

Kepala Kantor 

Pasal7 

Kepala Kantor Pendapat n Daerah mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan tugas pokok an fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dan 5 Peraturan D erah ini. 

Bagian Ketiga 

Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal8 

(1) Sub Bagian Tata lsaha mempunyai tugas melaksanakan 
urusan dan memberi an pelayanan teknis dan administrasi di 
bidang perencanaan umum, kepegawaian, kepada semua 
unsur dalam lingkung n Kantor Pendapatan Daerah. 

(2) Sub Bagian Tata U aha dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang dalam elaksanakan tugasnya berada di bawah 
dan bertanggung jaw b kepada Kepala Kantor. 
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Pasal9 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 
Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan 

pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; 
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; 
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, 

rumah tangga dan perlengkapan; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. 

Bagian Keempat 

Seksi Pajak Bumi dan Bangunan 

Pasal10 

(1) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bank mempunyai tugas 
melaksanakan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak, melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah 
Pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas 
permohonan wajib Pajak serta menatausahakan jumlah 
ketatapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang penagihannya 
dilimpahkan pada daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan 
Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok 
Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 
melaksanakan pembukuan dan palaporan mengenai realisasi 
penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBS). 

(2) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 
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Pasal 11 

Untuk melaksanakan tu as sebagaimana dimaksud Pasal 10 
Peraturan Daerah ini, Sek i Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai 
fungsi : 

a. pelaksanaan penyam aian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak 
(SPOP) Pejak Bum: d n Bangunan (P88) yang diterbitkan oleh 
:JirE+imP.t ,Jsnder2! aja!<, kepad8 para wajib pajak serta 
ir e~•yima 1-:s~ i ... fi!i is ~m Surat pHmberitahuah Ot.yek Pajak 
~S 0 0P) ~ersabt·~ :ar1 p :c1 wejib pajak; 

; . ·-,,:--.1 .~ l! ~<.':r, ~• •- :;--: -·•=· - :~•;-:. -< ~ ~ ,., r 1~ r,t>:ri;.. r,- i •--~-, v-,=,f"IQ' ,r! ,-! ~ ,., q.:.nPf.!'i~a-:,r, 
W. . .·, - ~ -., •. , · . -~ -..... l...:• ,, t ! ...,. , · .J;.l. • - : ~ J"C..•l • ~ ~i . t~. ~1,-t ,:w, LC, ,,_ C-i •. U ~: t !'--· '-'• ~ $ t t \A t I 

,,.. 
-·· · 

... 

,., ._..,rj .,,.,,,rrp•- ,,,.: ,:"'.' ,_ .1 r-· ;i~~,. , -;;-,·:::i"'l 1' r.Qln•,•;:::fo~~n 0.::,1· . .,1,r s,, ~·ti .,-.!.-,r; 
•,, 4 ,i f~·•, .( ~,t ., .. ~1 1 . .. .:, · , t•f:r,... t 1~,,.• ~y ·..;;.t ,v:1 l- _.,: ._ -, y~l Jc:! l ,;;4 t.'Jh. 1,.4 ~, _ U't-,1 , , 

32:1gt.mc:n c.,; & da!arr k :-t.1 pengawasan pembayaran pajak Burnt 
'"~" ~:j:·ng~"ar; (!<P, 884) dan D2fta 1~ Hirnptman Pt>kol< 
?~~r,- ..,/;, r;.--, ~ l r\HPP)· 
• C,,o!"J " . ..... o _! - • • • 4 •· j I i__J..,; . • f f 

Sek i Pajak Daarah 

Pasai12 

(1) Seksi Pajak Daerah m mpunyai tugas melaksanakan kegiatan 
pendaftaran dan pend taan V..Jajib Pajak Daerah, penagihan 
pajak daerah yang tela melampaui batas waktu jatuh tempo, 
melayani keberatan da permohonan banding, melaksanakan 
penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, 
pemantauan, penggalia dan peningkatan pendapatan daerah. 
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(2) Seksi Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

Pasal13 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 
Peraturan Daerah ini, Seksi Pajak Daerah mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah melalui formulir 

pendaftaran serta menghimpun dan mengelola data obyek dan 
subyek wajib pajak melaiui formullr Surat Pemberitahuan (SPT) 
serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat Dinas 
dari lnstansi lain; 

b. pelaksanaan penyusunan daftar induk wajib pajak daerah, 
menyusun surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran 
dan pendataan; · 

c. pelaksanaan perhitungan penetapan pajak daerah; 
d. pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pernungutan I 

pembayaran I penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah 
yang disetujui; 

e. pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan 
arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan 
penetapan; 

f. pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan 
dari pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak daerah ke 
dalam kartu jenis pajak daerah dan kartu wajib pajak daerah; 

g. pelaksanaan pencatatan mengenai penerimaan dan 
pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil 
pemungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda 
berharga; 

h. pelaksanaan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan 
pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, reaiisasi 
penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga 
secara bulanan, triwulan dan tahunan; 

i. pelaksanaan penagihan pajak daerah; 
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j . pelaksanaan pel yanan keberatan dan permohonan banding 
sesuai dengan ba as kewenangan; 

k. pelaksanaan pen elolaan data tunggakan pajak daerah; 
I. pelaksanaan per ncanaan pendapatan daerah yang bersumber 

dari pajak daerah, melaksanakan pembinaan teknis operasiorial , 
bimbingan dan p tunjuk kepada semua unit kerja daerah yang 
melaksanakan pe ungutan pajak daerah. 

Bagian Keenam 

Se si Pendapatan Lain-lain 

Pasal14 

(1) Seksi Pendapata Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan 
pendataan, pemb kuan dan perijinan terhadap pendapatan lain
lain.· 

(2) Seksi Pendapatanl Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepaia Seksi 
yang dalam mel ksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawa kepada Kepala Kantor. 

Pasal 15 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dinaksud Pasal 14 
Peraturan Daerah ini , eksi Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi 

a. 

b. 
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pelaksanaan pe dataan, penetapan dan perencanaan 
penerimaan pendapatan lain-lain, intensifikasi dan ektensifikasi 
pemungutan dan enerimaan pendapatan lain-lain, pengawasan 
dan evaluasi pend patan lain-lain; 
pembukuan, peng 41 rusan perijinan, serta pengaturan sarana dan 
prasarana penghasil pendapatan lain-lain dan laporan realisasi 
penerimaan pend patan lain-lain. 
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Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal16 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam 
melaksanakan tugasnya · berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pendapatan Daerah. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan 
sub kelompok sesuai kebutuhan. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis 
dan beban kerja. 

(4) Pembinaan terhadap _jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABV 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

. UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU 

Bagian Pertama 

Kedudukan 

Pasal17 

(1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu mempunyai 
kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional 
sebagian tugas Kantor Pendapatan Daerah. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu dipimpin oleh 
seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 
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Tug Pokok dan Fungsi 

Pasal 18 

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian l gas Kanter Pendapatan Daerah di bidang 
penyelenggaraan pelayan n terpadu. 

Pasal19 

Untuk melaksanakan tu as sebagaimana dimaksud Pasal 18 
Peraturan Oaerah ini, Un Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu 
mempunyai fungsi : 
a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f . 
g. 

h. 

i. 
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pe!aksanaan peru usan kebijakan teknis bidang 
penyelenggaraan pelyanan terpadu yang ditetapkan oleh 
Keoala Kantor; 
pelaksanaan pela nan penunjang penyelenggaraan 
pemerintahan Kabupa en di bidang penyelenggaraan pelayanan 
terpadu; 
pe!aksanaan penyedi an dan pengadaan bahan-bahan dalam 
penyelenggaraan pe!a anan umum; 
pelaksanaan pe11g ordinasian pemberian penerangan 
peiayar.an kepada ma yarakat; 
pe!aksanaan pe!3yan n pengkoordinasian pelayanan umum 
kepada instansi :nd• ,i~ sesuai dengan kewenangan yang 
diberikan; 
pelaksanaan pengkoo lnasian pelaksanaan pelayanan umum; 
pe!aksanaan pengko rdinasian penerimaan, penelitian dan 
penilaian berkas perm honan perijinan; 
pe!aksanaan peng oordlnasian penyelesaian berkas 
permohonan dengan i stansi induk sesuai dengan kewenangan 
yang diberikan; 
pelaksanaan pengko rdinasian pemberian permohonan ijin 
kepada pemohon; 
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j. pelaksanaan pembinaan kepada petugas pelayanan di Unit 
Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu; 

k. pelaksanaan urusan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis 
Pelayana_n Terpadu. 

Pasal20 

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu 
terdiri dari : 
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu; 
b. Petugas Administrasi; 
c. Petugas Operasional; 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan 
Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan 
Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

Pasal21 

(1) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan 
ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, 
pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian. 

(2) Petugas Oper~sional terdiri dari : 
a. Petugas Pelayanan Umum mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan · bahan dan penyusunan rencana 
kegiatan, menerima, meneliti serta mengolah pelayanan 
masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan 
oleh instansi induknya pada Unit Pelaksana Teknis 
Pelayanan Terpadu; 

b. Petugas Pelayanan Perijinan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana 
lregiatan, penerimaan berkas permohonan perijinan serta 
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·~eneliti dan engolah pennohonan perijinan sesuai 
dengan kewena gan yang diberikan oleh instansi induknya 
pada Unit Pelak ana Teknis Pelayanan Terpadu. 

Pasal22 

(1) Kelompok Jabatan ungsional di lingkungan Unit Pelaksana 
Teknis Pelayanan rpadu mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan teknis di bid ng pelayanan terpadu. 

(2) Kelompok Jabatan ungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
fungsional, yang da am melaksanakan tugasnya berada di 
bawah dan bertangg ng jawab kepada Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Pelayanan Te adu. 

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional pada Unit 
Pelaksana Teknis Pe ayanan Terpadu ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang- ndangan yang berlaku. 

BABVI 

TATA KERJA 

Pasal23 

Dalam melaksanakan tug!nya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kantor dan 
Kelompok Jabatan Fungsi nal wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi b ik dalam lingkungan masing-masing 
maupun dengan instansi I in dalam lingkungan Pemerintah Daerah 
sesuai dengan tugas poko masing-masing. 
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Pasal24 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor 
Pendapatan Daerah wajib mengawasi bawahan masing-masing 
dan bila te~adi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor 
Pendapatan Daerah bertanggungjawab untuk membina, 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing 
serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan 
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing
masing secara berkala tepat pada waktunya. 

(4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan 
organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan 
dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk 
terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan 
rapat berkala. 

BAB VII 

PENGANGKA TAN DALAM JABATAN 

Pasaf25 

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Kantor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat 
yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Pasal26 

Pejabat - pejaba~ lainny · di. lirigkungan Kantor Pendapatan Daerah 

diangkat dan diberhe tikan oleh pejabat yang berwenang 

berdasarkan peraturan p rundang-undangan yang berlaku. 

· ·BAB VIII 

KE ENTUAN PENUTUP 

Pasal27 

Hal-hat yang· be·lum ~i~t r dalam Peratwan daerah ini_ sepanjang 

mengenai pelaksanaanny akan diatur kemudian oleh Bupati. 

Pasal28 

Jenjang jabatan dan kepa gkatan serta susunan kepegawaian diatur 

sesuai dengan peraturan erundang:-undangan yang berlaku. 

Pasal29 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 

Daerah Kabupaten ebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
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Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas 

Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 8 Juni 2004 

SEKRET ARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

t.t.d 

H. SUROSO, SH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 138 040 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 1 Juni 2004 

BUPATI KEBUMEN, 

t.t.d 

RUSTRININGSIH 

LEMBARAN DAE:-'.AH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 
NOMOR47. 
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LAM IRAN I : PERATURAN 0AERAH KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KANTORPENDAPATANDAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

BAG N SUSUNAN ORGANISASI 
KANT R PENDAPATAN DAERAH 

BUPATEN KEBUMEN 

Kl:L JABATAH FUNGSIO 

SEKSl 
PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAH 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 8 Juni 2004 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

t.t.d 

H. SUROSO. SH 
Pembina Utama Muda 

NIP 01C 138 040 

KEPALA KANTOR 

SEICSI 
MOAERAH 

UPTK 

SEXSI 
PENDAPATAN 

lAIN-UJN 

BUPATl KEBUMEN 

ttd 

RUSTRININGSIH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATE KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 47 

SUB BAGIAN 
TATAUSAHA 
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LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KANTOR PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU 

KABUPATEN KEBUMEN 

I 
KEL JABATAH RJNGSK>NAL 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 8 Juni 2004 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

t.ld 

H. SUROSO SH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 138 040 

KEPALA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

PELAYANAN TERPADU 

J PETUGAS 

I AOMINISTRASI 

I c:~NAL I 
BUPATI KEBUMEN 

t.ld 

RUSTRININGSIH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 47 

I 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN D ERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOM R 36 TAHUN 2004 
TENTANG 

PEMBENTUKAN RGANISASI DAN TATA KERJA 
KANTOR PENDAPAT N DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

I. UMUM 

Bahwa den an telah diberlakukannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 ahun 2003 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah dan Keputusan Bersam·a Menteri 
Pendayagunaan Apar tur Negara dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor : 01/SKB/M.P N/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Petunjuk Pela sanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2003 tentang Pe oman Organisasi Perangkat Daerah dan 
Peraturan Pemerintah omor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil, maka eraturan Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 2 Tahun 2001 t ntang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Ka upaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur 
kembali. 

Bahwa untu melaksanakan sebagaimana maksud 
tersebut diatas, maka erlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
untuk mengaturnya. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal2 
Cukup jelas 

Pasal3 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

376 



Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2004 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal5 
Cukup jelas 

Pasal6 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal7 
Cukup jelas 

Pasal8 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayc1t ( 2) 
Cukup jelas 
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Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jela 

Ayat ( 2) 
Cukup jela 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jela 

Ayat ( 2) 
Cukup jela 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 16 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jela 

Ayat ( 2) 
Cukup jela 

Ayat ( 3) 
Cukup jela 

Ayat ( 4) 
Cukup jela 



Pasal17 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal18 
Cukup jelas 

Pasal19 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal21 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal22 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Ayat ( 3) 

Cukup jelas 
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Pasal23 
Cukup jelas 

Pasal24 

Ayat ( 1) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Ayat ( 3) 

Cukup jelas 

Ayat ( 4) 

Cukup jelas 

Pasal25 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Cukup jelas 

Pasal27 
Cukup jelas 

Pasal28 
Cukup jelas 

Pasal29 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 


